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ABSTRAK

Perkembangan transportasi pada era globalisasi mempermudah mobilisasi
masyarakat, sehingga kendaraan bermotor mulai menjadi kebutuhan setiap
masyarakat. Kemudahan kredit kendaraan bermotor turut serta membantu
perkembangan transportasi di Indonesia. Pemilik kendaraan bermotor yang tidak
puas dengan kendaraan bermotor yang dimilikinya dapat melakukan modifikasi
pada kendaraan bermotor tersebut. Modifikasi yang dilakukan pada kendaraan
bermotor tidak boleh mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan berlalu
lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan mengatur mengenai modifikasi kendaraan bermotor dan juga uji tipe
kendaraan bermotor yang dimodifikasi. Peraturan pelaksana uji tipe kendaraan
bermotor diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004
tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Modifikasi kendaraan bermotor
merupakan perubahan yang dilakukan pada kendaraan bermotor, dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 modifikasi kendaraan bermotor hanya dibatasi
pada modifikasi dimensi, mesin, dan daya angkut kendaraan bermotor. Sedangkan
dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004, modifikasi
kendaraan bermotor merupakan perubahan bentuk dan/atau peruntukan yang
mengakibatkan perubahan spesifikasi teknik utama kendaraan bermotor. Dalam
kaitannya untuk menciptakan efektivitas peraturan perundang-undangan harus
tercipta harmonisasi antar peraturan perundang-undangan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebelum manusia mengenal alat transportasi, perhubungan dari satu
tempat ke tempat lain dilakukan dengan jalan kaki, sedangkan untuk mengangkut
barang adalah dengan cara dipanggul di atas bahu. Seiring dengan perkembangan
pengetahuan manusia maka manusia mencoba untuk menciptakan suatu alat yang
dapat mempermudah manusia untuk bertransportasi dari satu tempat ke tempat
lain. Manusia mulai menggunakan hewan sebagai alat transportasi, setelah
ditemukannya roda maka manusia mulai membuat kereta untuk mengangkut
barang maupun kereta penumpang. Alat transportasi menjadi bagian dari
kehidupan manusia sehingga manusia terus berusaha untuk mengembangkan alat
transportasi yang sudah ada hingga akhirnya diciptakan alat transportasi yang
menggunakan mesin atau motor sebagai alat penggerak alat transportasi tersebut
yang dikenal sebagai kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
merumuskan "Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel."

Meningkatnya volume kendaraan bermotor menjadi salah satu isu yang
sulit dilepas dalam kehidupan masyarakat dimana kendaraan bermotor merupakan
salah satu alat penunjang kehidupan masyarakat dalam menjalani kegiatan sehari-
hari. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan
bermotor, maka sangat berpengaruh pada ruang lalu lintas jalan yang mana jalan
raya memiliki peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
keamanan dan hukum'

Salah satu tujuan yang menjadi idaman setiap negara adalah kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat, dimana kendaraan bermotor merupakan salah satu

wujud tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya

! Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 42



menjadi tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat saja tetapi
kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara pun dapat dilihat dari perkembangan
sarana transportasi umum yang digunakan pada negara tersebut. Secara umum
transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan
ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis
misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan
menciptakan serta memeloihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat.
Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non
ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan
pertahanan dan keamanan nasional.”

Kemudahan kredit kendaraan bermotor dengan uang muka yang rendah
memicu meningkatnya konsumsi masyarakat untuk mengkredit kendaraan
bermotor. Oleh karena itu tidak dapat dihindari ada banyaknya sarana transportasi
yakni berupa kendaraan bermotor yang melintas di jalanan. Meningkatnya jumlah
kendaraan bermotor menunjukkan peningkatan terhadap tingkat ekonomi
masyarakat yang diikuti dengan semakin tingginya gaya hidup seseorang.
Mengendarai kendaraan bermotor bagi masyarakat terkadang tidak hanya karena
kebutuhan alat transportasi, melainkan untuk menunjukkan nilai kebanggaan
bahkan strata ekonomi. Hal ini sejalan dengan maraknya modifikasi yang
dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor yang dimaksudkan untuk
memperindah penampilan kendaraan bermotor bahkan menjadi sarana untuk
menunjukkan kemampuan ekonomi mereka. Tidak sedikit orang yang
memodifikasi kendaraan bermotor miliknya dengan memakan biaya yang bahkan
bisa melebihi harga kendaraan bermotor tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012
Tentang Kendaraan modifikasi kendaraan bermotor meliputi perubahan terhadap
spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan.
Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dicantumkan kewajiban untuk uji tipe sebagai berikut:

2 Abbas Salim, Manajemen Transportasi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 2



(1)

2)

3)
“4)

Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib

dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta

tempelan, yang diimpor, dibuat, dan/atau dirakit di dalam negeri, serta
modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.

Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang
dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
Bermotor dalam keadaan lengkap; dan

b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang
dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta
tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit

pelaksana uji tipe Pemerintah.

Ketentuang lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah."

Modifikasi kendaraan bermotor lebih spesifik diatur dalam Pasal 52

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(1)

(2)

3)
“4)

Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya
angkut.

Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus
lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah
persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.

Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang."

Modifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemilik kendaraan

bermotor sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas Junto Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang

Kendaraan lebih spesifik pada pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

2012 Tentang Kendaraan diatur mengenai Penelitian Rancang Bangun dan

Rekayasa Kendaraan Bermotor

" Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap desain:

a. rumah-rumah;
b. bak muatan;

c. Kereta Gandengan;



d. Kereta Tempelan;
e. Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan

tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut."

Pasal 132 ayat (5) memuat bagian yang diuji dalam penelitian rancang
bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor "Penelitian rancang bangun dan
rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf e paling sedikit meliputi:

a. rancangan teknis;

b. susunan;

c. ukuran;

d. material;

e. kaca, pintu, engsel, dan bumper;

f. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan

g. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor."

Pasal 132 ayat (6) menyatakan "Modifikasi Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat
rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek." Dari pasal ini dapat dikatakan
bahwa sebelum melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor, haruslah
terlebih dahulu meminta rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.

Pasal 132 ayat (7) menyatakan "Modifikasi Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan oleh bengkel umum
Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di
bidang industri." Berdasarkan pasal ini modifikasi kendaraan bermotor wajib
dilakukan di bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri. Jadi tidak bisa dilakukan
modifikasi di bengkel umum yang tidak ditunjuk oleh menteri.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Pengujian Kendaraan Bermotor, "modifikasi kendaraan bermotor adalah
kendaraan bermotor yang diubah bentuk dan/atau peruntukannya yang dapat

mengakibatkan perubahan spesifikasi teknik utama." Selain itu menurut



Keputusan Menteri Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan peraturan pelaksana uji
tipe kendaraan bermotor, dalam Pasal 3 ayat (1) "Setiap kendaraan bermotor,
kereta gandengan, dan kereta tempelan sebelum disetujui untuk diimpor atau
diproduksi dan/atau dirakit secara massal atau dimodifikasi, wajib dilakukan uji
tipe."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maka setiap
modifikasi kendaraan bermotor harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku
sehingga modifikasi yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor tidak dapat
dilakukan secara bebas melainkan tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan
yang telah diatur dalam peraturan tersebut dimana setiap kendaraan yang hendak
dimodifikasi harus mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek dan
hanya dapat dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk
oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri. Setelah Kendaraan
Bermotor tersebut dimodifikasi maka wajib dilakukan uji tipe ulang kemudian
harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang. Uji tipe adalah pengujian yang
dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang
bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan
sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor
secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah modifikasi Kendaraan
Bermotor dilakukan secara bebas dan tidak memperhatikan peraturan yang ada.
Para modifikator kendaraan bermotor melakukan modifikasi terhadap kendaraan
bermotor miliknya tanpa meminta rekomendasi dari agen tunggal pemegang
merek, bahkan bengkel umum yang melakukan modifikasi pun bukan bengkel
yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri. Maka dari
itu  penulis tertarik untuk membahas mengenai "EFEKTIFITAS
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERKAITAN
DENGAN FENOMENA MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
RODA EMPAT DI KOTA BANDUNG."



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang akan menjadi

permasalahan adalah sebagai berikut:

1.

2.

Bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait prosedur
perizinan modifikasi kendaraan bermotor roda empat?

Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan fenomena

modifikasi kendaraan bermotor roda empat di Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

I.

Untuk menganalisis harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait
prosedur perizinan modifikasi kendaraan bermotor roda empat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pengetahuan masyarakat dan
kesadaran hukum masyarakat terutama modifikator kendaraan bermotor
roda empat agar dapat mematuhi peraturan dalam memodifikasi kendaraan
bermotor roda empat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi penjelasan serta informasi
untuk kepentingan pendidikan khususnya bidang studi ilmu hukum dan
memberikan wawasan serta pemikiran yang lebih rasional mengenai

modifikasi kendaraan bermotor berdasarkan keberlakuan Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
2. Manfaat praktis

a. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penegak hukum,
khususnya kepolisian, dalam menangani masalah berkaitan dengan
modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan
berlaku.

b. Memberikan = wawasan, pengetahuan serta = kemampuan
menganalisis bagi mahasiswa terhadap kenyataan yang ada
mengenai maraknya modifikasi kendaraan bermotor.

c. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luas
mengenai prosedur modifikasi kendaraan bermotor dengan
persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu,
juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang

timbul di dalam gejala yang bersangkutan.3

1.5.1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, meotde penelitian yang akan dipakai oleh
penulis adalah Metode Penelitian Yuridis Sosiologis didukung oleh Metode
Penelitian Yuridis Normatif. Metode Penelitian Yuridis Normatif difokuskan

untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.
27-28.



positif.* S. Nasution mendefinisikan penelitian yuridis sosiologis sebagai
penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti
memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung.5
Metode Penelitian Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan
terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud
dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada
identifikasi  (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada

penyelesaian maslah (problem-solution).®

1.5.2. Metode Pendekatan
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, akan digunakan beberapa
pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan dengan menggunakan lagislasi dan regulasi. Pendekatan ini
dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan yang
bersangkutan dengan persoalan dalam penelitian, bai kitu legislasi maupun
regulasi yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dalam
penelitian ini.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan konseptual dilakukan apabila dalam peraturan perundang-
undangan hanya memberikan maksa bersifat umum, sehingga perlu untuk
membangun konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian.
Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip
hukum yang dapat ditemukan dalam konsep-konsep doktrin hukum.
c. Pendekatan Historis (Historical Approach)
Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan

hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan

* Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia

Publishing, 2006, hal. 295

> S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, Bandung: Jemmers, 1982, him. 12-14.

6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1982,
hlm. 10



perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara
pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan
perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

d. Pendekatan Sosiologis
Pendekatan ini mendasarkan pada pandangan positif yang berpegang teguh
pada teori korespondensi tentang kebenaran. Kebenaran adalah kesamaan
antara teori dan dunia nyata. Pendekatan sosiologis dilakukan secara turun

langsung ke lapangan.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang objektif, maka penelitian ini bertolak dari
pengumpulan data yang berasal dari bebagai sumber dengan melakukan langkah
penelitian sebagai berikut’:
1. Bahan hukum primer:

A. Wawancara, merupakan salah satu cara untuk mendapatkan
keterangan dari orang-orang tertentu yang dianggap relevan dalam
memberikan keterangan. Penelitian lapangan, yaitu penelitian secara
langsung terhadap obyek yang diteliti terutama hal-hal yang berkaitan
dengan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara
dengan narasumber yang terdiri dari:

1) Aparat penegak hukum:

a. Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan Ir. Didi Ruswandi,
MT.

b. Samsat di bawah Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota Bandung dengan H. A. Dedi Jubaed;,
S.H., M.Si.

c. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Bandung dengan AKBP
Mariyono, S.I.K., M.Si

7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, Jakarta: Universitas Indonesia UI-
Press, 1986, him. 52



2) Penulis pun akan melakukan wawancara terhadap responden yang
merupakan pemilik Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi dan
pengusaha bengkel modifikasi Kendaraan Bermotor.

2. Bahan hukum sekunder:

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
Contohnya adalah perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam
penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang
No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

B. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer. Contohnya adalah doktrin atau pendapat ahli,
hasil penelitian akademis, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal-
jurnal, dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah terutama yang
berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas di dalam penulisan
hukum.

C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya
adalah kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia, dan lain-

lain.

1.5.4. Teknik Analisa Data
Semua data dan informasi yang telah dikumpulkan baik melalui penelitian
langsung di lapangan dan juga studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif

guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi pendahuluan uraian latar belakang masalah yang menjadi dasar

penulisan. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut dibuat rumusan
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masalah dan tujuan penulisan. Bab ini juga menjelaskan tentang metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bab ini akan berisi tentang tinjauan pustaka dan landasan teori mengenai

kendaraan bermotor.

BAB III. MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
SEBELUM DAN SESUDAH TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN

Bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai modifikasi kendaraan bermotor

roda empat yang terjadi di Kota Bandung.

BAB 1IV. ANALISIS TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN
BERMOTOR

Bab ini akan membahas analisis hasil tinjauan terhadap Bab II dan Bab III

BAB V. PENUTUP

Bab ini akan berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan
diperoleh berdasarkan uraian dan penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab
terdahulu. Sedangkan saran-saran merupakan usul dari penulis terhadap topik

yang dibahas.
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